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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara priaveamta dalam suatu
rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yandpdukxr disatukan dengan
segala kelebihan dan kekurangan. Perkawinan buiagahsekedar memenuhi
kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan téthpi dari itu, yaitu suatu
ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang gengan wanita untuk
membina keluarga dan rumah tangga yang sejahtehagia dimana suami istri
akan memikul suatu amanah dan tanggung jawab. Wedka yang
dilangsungkan ini diharapkan dapat berlangsungreela lamanya, sampai ajal

memisahkan.

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 undang — undangpnl tahun 1974
adalah sebagai suami istri untuk membentuk kelu&rgamah tangga ) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MsdaSelanjutnya dijelaskan
bahwa untuk itu suami istri perlu saling membardn thelengkapi agar masing —
masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan peEnkesejahteraan baik
spiritual maupun material.

Tujuan dari suatu ikatan perkawinan tidak selamadgpat dicapai,
terlebih apabila ikatan suami istri yang begitu dgokersebut telah hancur dan
tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula yaagujuan untuk
membangun keluarga yang bahagia atau dengan kataudah mengarah pada

perceraian.



Perceraian dapat dilakukan apabila hal tersebasaitebih baik daripada
tetap berada dalam ikatan perkawinan yang tidalatdiagi diteruskan. Dengan
kata lain perceraian hendaknya dilakukan sebagdakian yang terakhir setelah
mengupayakan segala jalan untuk mendamaikan kezlah pihak dan juga telah
berikhtiar, tetapi apabila tidak ada jalan lain dat hanya dengan perceraian

diharapkan kebahagiaan suami istri itu dapatrdipk kembali kemudian hari.

Pegawai negeri sipil adalah setiap warga negaraliiggndonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat plgabat yang berwenang
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negaradetanahi tugas negara lainnya,
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undaraganberlaku.

Pegawai negeri sipil hendaknya memberikan contohgybaik dan
menjadi teladan sebagai warga negara yang baikndatasyarakat, termasuk
dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Ddanya perceraian
dikalangan pegawai negeri sipil tentunya bukan pegtan contoh tauladan yang
baik bagi masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka usaha peningkataplidiggegawai negeri
sipil dalam melakukan perkawinan maka ditetapkamatlean Pemerintah
mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi peigaggeri sipil yaitu dengan
adanya Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 teptmibahan atas Peraturan
Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawidan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipfl.

Dari adanya beberapa pengaturan yang ada mengerawnan dan

perceraian bagi pegawai negeri sipil, ada bebeatgsan — alasan dan juga syarat

1 UU No. 8/1974 jo. UU No. 43/1999
2 PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990



— syarat sah yang harus dipenuhi. Syarat — sytmatadasan — alasan inilah yang
dipergunakan dan menjadi pertimbangan hakim dalah rhemeriksa dan
memutus perkara perceraian. Syarat — syarat yangs ltiarpenuhi antara lain
adalah yang ada dalam bagian Il angka 5 Surat BdBeslan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990.

Surat Edaran Badan Administrasi Negara memiliki g&in
menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentiadeom Keputusan Presiden.
Karena Surat Edaran ini delegasian dari Kepuutlda@siden, maka sifat dari
Surat Edaran ini adalah pengaturan lebih lanjut ksijakan yang diambil oleh
Presiden yang dituangkan dalam Keputusan Predidemat Edaran Badan
Administrasi Negara juga merupakan pengaturan lebijut terhadap Peraturan
Pemerintahan.

Surat Edaran Badan Administrasi Negara dalam hialadalah Surat
Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara NoTdBun 1990 adalah
merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturaneifatah No. 45 Tahun 1990
tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tdl988 tentang ljin
Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Siplil.

Dimana dalam bagian Il angka 5 Surat Edaran Baddmiistrasi
Kepegawaian Negara No 48 Tahun 1990 menerangkawabpkgawai negeri
sipil hanya dapat melakukan perceraian apabilaatazan yang sah, yaitu salah

satu atau sebagian alasan sebagai berikut :

* Maria Farida, 1998, Ilmu Perundang — Undangan, Da&asar dan Pembentukannya, Kanisius,
Yogyakarta, Hal 120



1. Salah satu pihak berbuat zina

2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, damgieygng sukar
disembuhkan;

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamataluan berturut -
turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yaab serta tanpa
memberikan nakfah lahir maupun batin atau kareddana di luar
kemampuannya.

4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara limantatau hukuman
yang lebih berat secara terus-menerus setelahvpeda berlangsung.

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengemalyerat baik
lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pmsibah dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidupnrd&gi dalam
rumah tangga.

Berdasarkan laporan data tentang perceraian pegae@eri Yyang
didaftarkan di Pengadilan Agama Kepanjen dari Jasaapai dengan Desember
2010 terdapat sebanyak 183 perkara dan ada 47rpefag sudah diputus. Dari
jumlah perkara yang sudah diputus beberapa alaaag digunakan sebagai
alasan perceraian antara lain adalah salah sa#ik piteninggalkan pihak lain
selama dua tahun atau lebih, dan juga adanya igénael yang terjadi antara
suami dan istri secara terus menerus.

Mengingat pentingnya prosedur dari suatu perkawd@nperceraian bagi

pegawai negeri sipil yang terjadi di Pengadilan rAga maka penting untuk



menganalisa bagaimana syarat — syarat percerai@nagkan dalam suatu

perceraian khususnya bagi pegawai negeri sipil.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana efektifitas penerapan bagian Il angkai@mtSEdaran Badan
Administrasi Kepegawaian Negara No. 48 tahun 1%9@anhg alasan —
alasan perceraian yang sah bagi pegawai negdr?sipi
2. Apakah faktor penghambat dari penerapan bagiangka5 Surat Edaran

Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48 tdi99® 2.

C. Tujuan Pendlitian
1. Mengidentifikasi efektifitas penerapan bagian ligken 5 Surat Edaran
Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48 tahf80 tentang
alasan — alasan perceraian yang sah bagi pegagexi sil.
2. Mengidentifikasi penghambat dari penerapan baglaanpka 5 Surat

Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nealk@n 1990

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat menambah kontribusi bagi ilmu hukkhususnya
hukum perkawinan dan keluarga, khususnya dalampéaleraian bagi

pegawai negeri sipil.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi terkait penelitian ini bertujuan memkan saran terkait
dengan syarat dan alasan bagi pegawai negeragigildapat menekan
angka perceraian bagi pegawai negeri sipil.

b. Bagi masyarakat adalah sebagai tambahan pengetaheagenai

syarat dan alasan perceraian khususnya bagi pegagsiii sipil

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyajian ini, peneliti membagi menjadi &{d ) bab yang terdiri

dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti, yaitu :

BAB |

BAB I

BAB Il

: PENDAHULUAN

Berisi tentang judul, latar belakang masalah, senumasalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sisté@matenulisan.

- KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori, pendeapat para fawil penelitian
atau informasi lainnya yang dijadikan pedoman datemecahan
masalah. Adapun kajian pustaka dalam penelitianmeiiputi
kajian umum perkawinan, kajian umum putusnya penkam

kajian umum pegawai negeri sipil, kajian umum tebektivitas.

: METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian yang meliputi pentieka

penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian,igedan sumber



BAB IV

BAB V

data, teknik pengumpulan data, populasi, sampghikeanalisi
data dan definisi operasional variable.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitin dan pembahasan nmengfata yang
telah diperolen guna menjawab rumusan masalah, mamu
sebelumnya diuraikan dalam sub bab mengenai gamhamam
Pengadilan Agama Kepanjen untuk memperjelas balokasil
penelitian merupakan lembaga yang mempunyai kevgaman
untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi uraa seperti
permohonan / gugatan perceraian.

: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil Ig&re ini.
Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusasalaa yang
telah dijabarkan di dalam pembahasan, saran ydulisdetidak —
tidaknya mengungkapkan apa saran yang diberikgrgdee siapa

saran diberikan dan mengapa saran diberikan.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Perkawinan

Dalam kehidupan manusia terdapat 3 siklus kehidupakni kelahiran,
perkawinan dan kematian.

Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas bafalam keluarganya,
demikianlah di dalam artian sosiologis, ia menjadngemban dari hak dan
kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia akan kaaibertemu dengan kawan
hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharmanpaktyaitu : tetap
berlangsungnya keturunan.

Mengenai perkawinan, didalam tata hukum Indonedahtterdapat suatu
aturan hukum yang berlaku umum dan mengikat selwarga negara Indonesia,
yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangd®arian.

Menurut pasal 1 Undang — Undang Nomor 1 Tahun 19@&dtang
Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatam Estin antara seorang pria
dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan metubemmah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mséa E

Dasar perkawinan menurut Undang — Undang Nomor Wuial974
adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Hukum agama dan kepercayaan itu;

* Ali Afandi, Hukum Waris, 1986, Hukum Keluarga, Huk Pembuktian, Bina Aksara Jakarta,
hal 5



3. Dan hukum Islam.

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 undang — undanwpnl tahun 1974
adalah sebagai suami istri untuk membentuk kelugrgmah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Msdna3elanjutnya dijelaskan
bahwa untuk itu suami istri perlu saling membardn thelengkapi agar masing —
masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan penksejahteraan baik
spiritual maupun material.

Perkawinan sah apabila memenuhi ketentuan padali2ndang — undang
nomor 1 tahun 1974 yaitu suatu perkawinan sah kpatiakukan menurut
hukum masing — masing agama dan kepercayaannyampiisg itu tiap — tiap
perkawinan harus dicatat menurut ketentuan undamglang yang berlaku.

Asas perkawinan yang dianut oleh undang — undangpnd tahun 1974
adalah asas monogami. Hanya apabila dikehendaki yd&g bersangkutan,
karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mieohgigkan seorang suami
beristri lebih dari seorang. Namun pekawinan oletrang suami dengan lebih
dari seorang istri dan dikehendaki oleh pihak -akijang bersangkutan, hanya
dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persgaratertentu dan juga

diputuskan oleh pengadilan.

Adapun syarat perkawinan menurut pasal 6 UndangxbgndNomor 1

Tahun 1974 adalah :

®> Abdul Hadi Mothohhar, 200Rengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara, Figih &al
Peraturan Perundang — Undangan Tentang Perkawiridndbnesia, Brunegidan MalaysiaCV.
Aneka Ilmu, Semarang, Hal. 218 - 219



1. Perkawinan harus didasarkan atas persetupumkcalon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yangnmbehencapai umur 21
(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedugydre.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtul teéminggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makalimaksud ayat
(2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yaragim hidup atau dari orang
tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dataa dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin@giedari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai h@mumgarah dalam
garis keturunan lurus ke atas selama mereka makip kdan dalam keadaan
dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-gang disebut dalam ayat
(2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang katigibh diantara mereka tidak
menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalamhdaetaum tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinas @ermintaan orang
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih damdndengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan &ygiagal ini berlaku sepanjang
hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannyadati yang
bersangkutan tidak menentukan lain.

B. Kajian Umum Perceraian

Pada dasarnya suatu perkawinan adalah bertujuak or@mbentuk suatu

keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera betdasa&inta dan kasih sayang

10



untuk memperoleh keturunan yang sah sesuai dempgayaag telah diatur dalam
undang — undang maupun dalam agama. Namun kenggtadalam kehidupan
berumah tangga tidak selamanya suami istri beratzadsituasi yang damai dan
tentram seperti apa yang menjadi tujuan pernikateskadang terjadi suatu salah
paham antara suami dan istri atau adanya kelalsédah satu pihak dalam
melaksanakan kewajibannya, adanya saling ketidetapaan, dan juga sebab —
sebab lain yang mengakibatkan perkawinan tidak tddgaruskan dan harus
diputuskan ditengah jalan atau putus dengan segdijriatau dengan kata lain
terjadi suatu perceraian.

Definisi dari perceraian sendiri antara lain adalah
1. Menurut beberapa pendapat

a. Menurut Soebekti

Perceraian adalah penghapusan perkawian dengarsaputiiakim atau

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinaf itu.

b. Menurut Djoyodiguno

Perceraian adalah suatu hal yang tidak disukai Blingsa Indonesia, dan
menganggap perceraian sebagai suatu perbuatansgalagat — dapatnya
wajib dihindari’

c. Menurut Happy Marpaung

Perceraian adalah pembubaran perkawinan ketik& pitpghak masih hidup
dengan alasan yang dapat dibenarkan dan ditetagdagan suatu putusan

hakim®

® Subekti R, dan Tjitrosudibio R, 2008, Kitab Undangndang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita
" Surojo Wignjodipuro, hal. 174
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2. Menurut perundang — undangan
a. Menurut KUH Perdata
Diatur dalam Bab X dan terbagi menjadi tiga bagyamu:
1) Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya (pasal 199)
2) Pembubaran Perkawinan setelah Pisah Ranjang @i&&06b)
3) Perceraian Perkawinan (pasal 207-232a)
Dan juga diatur mengenai masalah Pisah meja dajamaf pasal 233 —
249 ) Bab XI, sesuatu yang tidak dikenal dalam huladat atau hukum
Islam, walau kenyataannya juga terjadi.
b. Menurut Undang — undang Perkawinan
Tidak diatur secara terperinci mengenai pengerfpiarceraian, namun
secara umum undang — undang perkawinan menjel&kah penyebab
putusnya perkawinan, seperti yang disebutkan dgasal 38 undang —

undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu tekana :

1) Kematian
Putusnya hubungan perkawinan karena salah satk pithak banyak
menimbulkan persoalan, sebab putusnya perkawinkanbatas kehendak

salah satu pihak, melainkan kehendak dari Tuhan.

2) Perceraian atau Talak

8 Happy Marpaung, 1983,Masalah Perceraian, ToniadBag , hal. 15
° Hilman Hadikusuma, 1990,Hukum, Perkawinan Indangdianjar Maju, Bandung, hal. 160 -
161
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Definisi peceraian atau talak secara umum adalgéla®entuk perceraian
baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkagh dhakim, maupun
perceraian yang jatuh dengan sendirinya. Sedandkéam arti khusus
adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorangisegada istrinya.
Dalam perceraian dibedakan menjadi dua, yaitu ;
a) Cerai Talak
Diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahu® tafam pasal
14 sampai dengan pasal 18, tentang cara suamihgmak menalak
isrinya.
b) Cerai Gugat
Diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahu® tafam pasal
20 sampai dengan pasal 36, tentang cerai gugat amimya adalah
perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gubgign dahulu
dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan peneta terjadi atas

putusan Pengadilan.

3) Atas Keputusan Pengadilan
Undang — undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasajé@9anenyebutkan
bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidamga@éan,
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha maikaa kedua belah
pihak. Walaupun perceraian adalah urusan pribadi lkkthendak bersama

maupun kehendak salah satu pihak yang seharusigla peerlu adanya
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campur tangan dari pemerintah, namun demi mengidadatindakan
sewenang — wenang terutama dari pihak suami dandeqi keputusan
hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Péagad
Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilandpot terjadi
karena pembatalan suatu perkawinan. Suatu perkawdapat dibatalkan
oleh Pengadilan apabila para pihak tidak memenygdrias — syarat untuk
melangsungkan perkawinah.
Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan mententang
perceraian adalah Pengadilan Agama dan bagi mem@hkg beragama
selain Islam adalah Pengadilan Negeri
3. Menurut hukum Islam
Dalam hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Mjjah ddsnd Umar
dimana Rasullah SAW berkata :
“Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah S\WalaadT halag.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kedan bahwa
Islam mensyariatkan adanya perceraian namun dempasaceraian adalah
sesuatu yang bertentangan dengan asas — asas slémmm
Mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Kompiksiskum Islam Bab
XVI pasal 113 — 148. Khususnya dalam pasal 114 KlasipHukum Islam
menyatakan juga bahwa putusnya perkawinan dapgditekarena talak
ataupun berdasarkan gugatan perceraian. Adanya @dl@ah karena dari
pihak suami menginginkan perceraian, sedangkantgugadalah tindakan

yang dilakukan oleh pihak isttri yang biasa disébsakh.

194 .M. Djamil Latief, 1982, Aneka Hukum Perceraidrrtionesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal
106
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Pelaksanaan talak harus berdasarkan atas suan gkasg kuat, talak
juga harus merupakan jalan terakhir yang ditempdbita cara lain yang
diusahakan sebelumnya tidak dapat mengembalikatulk@w rumah tangga

tersebut.

C. Kajian Umum Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, aghran dan abdi
masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kdpadeasila, Undang —
undang dasar 1945, negara, dan pemerintah mengeal&kan tugas
pemerintahan dan pembangunan. Dalam pasal 1 ayatri{dang — Undang
Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang — Undang Nomofat8in 1999 Tentang
Pokok — Pokok Kepegawaian menyebutkan, PegawairNadalah setiap warga
negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syary ditentukan, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugasndsi@tu jabatan negara atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasafgkeraturan perundang —

undangan yanng berlaku.

Pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negddi, negara, dan abdi
masyarakat yang harus menjadi tauladan yang bagk beasyarakat dalam
tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada pematperundang — undangan
yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajibarg y@gemikian itu, maka
kehidupan pegawai negeri sipil harus ditunjang dlehidupan berkeluarga yang
serasi, sehingga setiap pegawai negeri sipil datsiaksanakan tugasnya tidak
terganggu oleh permasalahan dalam keluarganyaw@egeageri sipil dibebankan

ketentuan disiplin yang tinggi untuk melakukan pevinan dan perceraiannya,
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Pegawai negeri sipil harus memperoleh izin terledathulu dari pejabat yang
bersangkutan. Ketentuan berupa keharusan mempejioleéarlebih dahulu dari

pejabat yang berwenang bagi perkawinan dan peaceia@gawai negeri sipil
tersebut tidak mengurangi ketentuan — ketentuarg ya@erlaku bagi lembaga
perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin hérleahulu tersebut mengingat

yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai pegageri sipil.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang — undang Nomo#8rt 1999 tentang
Perubahan Atas Undang — undang Nomor 8 tahun Jwdng Pokok — Pokok

Kepegawaian, di Indonesia Pegawai Negeri terths a

1. Pegawai Negeri Sipil ( PNS)

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia ( TNI)

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (iPolr

Pegawai Negeri Sipil terdiri atas :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat ( PNS Pusat ), yaitapagnegeri sipil yang
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Beldegara dan
bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Noari2epen,
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negaratdnsi vertikal dari
daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan palagad atau

dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negarayka

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah ( PNS Daerah ), ya@igagvai negeri sipil

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibkbarpada Anggaran
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Pendapatan Belanja Daerah dan bekerja pada MPeahebaerah, atau

dipekerjakan di luar instansi induknya

Baik pegawai negeri sipil pusat maupun pegawai megal daerah dapat
diperbantukan di luar instansi induknya, maka gajidibebankan pada instansi
yang menerima pembantuan. Di samping pegawai negdripejabat berwenang
dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) ataldiguga pegawai honorer,
yaitu pegawai yang diangkat untuk jangka waktuetdrtt guna melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang berskKais tgrofesional dan
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemangrganisasi. Pegawai Tidak

Tetap (PTT) tidak berkedudukan sebagai pegawairnege

D. Kajian Umum Surat Edaran Badan Administras Kepegawaian Nomor
48 Tahun 1990

Pekawinan bagi pegawai negeri sipil diatur pelakaanya dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentaimg Rerkawinan Dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangudan diubah dan ditambah
dengan Peraturan Pemeritah Nomor 45 Tahun 1990.

Latar belakang munculnya peraturan pemerintahidaktlain karena pada
dasarnya pegawai negeri sipil merupakan unsur typamegara dan abdi
masyarakat yang harus menjadi tauladan yang bagi teasyarakat dalam
tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada pergndamdangan yang berlaku

termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
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Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai izikawman dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), makacuuSurat Edaran Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 tahun 198dtang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahuh 199

Dalam hierarki perundang — undangan Surat EdaralaB&dministrasi
Kepegawaian Negara merupakan sebagai pengaturdéniadelput dari kebijakan
yang diambil oleh Presiden yang dituangkan dalamuikesan Presiden. Surat
Edaran Badan Administrasi Negara juga merupakarggiaran lebih lanjut
terhadap Peraturan Pemerintahan. Surat Edaran Bablamistrasi Kepegawaian
Negara sendiri bersifat mengikat bagi seluruh pegawegeri sipil, dimanapun
lembaga pegawai negeri sipil tersebut bernaung.

Dalam hal ini Surat Edaran Badan Administrasi Kepegjan Negara
nomor 48 tahun 1990 merupakan pengaturan lebihutladpri Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 juncto Peraturanepatah Nomor 10 tahun
1983 tentang ljin Perkawainan dan Perceraian Padéegeri Sipil. Surat Edaran
Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 48natf90 ini merupakan
pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan dariersitygan — peraturan yang
ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 3886to Peraturan
pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman umtekyelesaikan
masalah perkawinan dan atau perceraian pegawairinsigél berdasarkan

Peraturan Pemerintah 45 tahun 1990 juncto PeraRearerintah 10 tahun 1983.
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Menurut bagian Il angka 5 Surat Edaran ini pegavegjeri sipil hanya
dapat melakukan perceraian apabila ada alasarsanaj@ang sah, yaitu salah satu

atau lebih alasan sebagai berikut :

7. Salah satu pihak berbuat zina

8. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, damgieygng sukar
disembuhkan;

9. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamataluan berturut -
turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yaal serta tanpa
memberikan nakfah lahir maupun batin atau kareddana di luar
kemampuannya.

10. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara limantataw hukuman
yang lebih berat secara terus-menerus setelahvpiekaberlangsung.

11.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengeamalyerat baik
lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;

12.Antara suami dan istri terus menerus terjadi pesibah dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidupnrd&gi dalam

rumah tangga.

Alasan perceraian sebagaimana dimaksud diatass kdéuatkan dengan
bukti sebagaimana yang ditentukan dalam bagiaanijka 2 Surat Edaran Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1988dal 26 April 1983,

yaitu :

" Soetojo, Marthalena, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indodasi@elanda, hal
161
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1. Salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan denga

a. Keputusan Pengadilan;

b.

Surat pernyataan dari sekurang — kurangnya dua aaksi yang
telah dewasa yang melihat perzinaan itu. Suratypésan tersebut
diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah dalenya camat;
Perzinaan itu diketahui oleh salah satu pihak (nsustau istri )
dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang demikmaka pihak
yang mengetahui secara tertangkap tangan itu menhp@ran

yang menguraikan hal ikhwal perzinaan itu.

2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atawgieygng sukar

disembuhkan yang dibuktikan dengan :

a.

Surat pernyataan dari dua orang saksi yang telalas#e yang
mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh p@¢jayang
berwajib serendah — rendahnya camat.

Surat keterangan dari dokter atau polisi yang nasmgkan bahwa
menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan tet@mjadi

pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disemhuhka

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamatauan berturut —

turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yaalg astau karena hal

lain diluar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikemgdn surat

pernyataan dari kepala kelurahan/kepala desa, y#sahkan oleh

pejabat yang berwajib serendah — rendahnya camat;
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4.

6.

Salah satu pihak dijatuhi pidana penjara lima tadetelah perkawinan
berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan pdagaghng telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengemayerat yang
membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengaam et repertum
dari dokter pemerintah;

Antara suami dan istri terus menerus terjadi peikah dan

pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidupnrd&gi dalam

rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat peragatkari kepala
kelurahan/kepala desa yang disahkan oleh pejabag Yyeerwajib

serendah — rendahnya camat.

E. Kajian Umum Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang dalaamkis bahasa

Indonesia adalah menimbukan dampak yang dirasdidrat dan diawasi

dengan hasil yang tampak baik dengan kasat matapunatidak

berdasarkan ketaatan pada atdfan.

Teori efektivitas hukum menyoroti bagaimana sua@raguran

yang dibentuk mencapai tujuan yang diinginkanSehingga untuk

mengukur efektivitas dari suatu peraturan dilihari dkeberhasilan

pencapaian tujuan yang diinginkan. Jika peratueasebut telah tercapai

tujuannya maka peraturan itu dikatakan efektif,itoegula sebaliknya.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dilaags 4 hal, yaitu :

1 Depdiknas.2002.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta : Balai Pustaka. Hal : 31
3 Soerjono Soekanto, 1985, Efektifitas Hukum daraRan Sanksi, Remadja Karja, Bandung, hal

2
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1. Substansi hukum
Suatu peraturan perundang-undangan harus menggkatas umum
agar tujuan pembentukannya dapat tercapai (efekfifika peraturan
itu harus dilihat secara jelas dalam arti mudahaliymi atau
dimengerti, tegas, dan tidak menimbulkan arti gasiaa di tafsirkan
lain yang akhirnya bisa memunculkan peluang tempalipelanggaran
terhadap peraturan tersebut.

2. Struktur hukum
Dalam hal ini yang bertindak sebagai aparatur &dateakim
Pengadilan Agama mengingat Hakimlah yang berwenantk
memeriksa, mengadili dan memutus perihal percefzegawai negeri
sipil.

3. Fasilitas
Faktor yang tidak kalah penting dalam menentukaktitas hukum
adalah fasilitas untuk melaksanakan aturan — atow&om juga harus
cukup memadai, sebab seringkali hukum sulit ditkgakkarena
fasilitas untuk menegakkannya tidak mencukupi.

4. Kondisi masyarakat
Penerapan suatu peraturan harus disesuaikan dekgadaan
masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakléamena jika tidak
maka peraturan tersebut tidak efektif. Karena leabebut, dapat
diartikan bahwa makin tinggi tingkatan peraturankanacakupan
materinya makin luas/umum, dan makin rendah tiragkafa maka

cakupan materi yang diatur lebih rinci dan khusdiaka dalam hal ini
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akan dilihat perihal derajat kepatuhan dari masgrgerhadap suatu
23

peraturan tersebut.
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penélitian
Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakatode yuridis empiris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini aadgdendekatan yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatag gdakukan terhadap Bagian
Il Angka 5 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegaw&legara No 48 Tahun
1990. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah peladekyang dilakukan
terhadap kondisi faktual yang ada di dalam masydrakhususnya mengenai
alasan sah bagi perceraian pegawai negeri sipigatemelakukan studi langsung
di Pengadilan Agama Kepanjen. Dan selanjutnya (el kedua pendekatan
tersebut diolah sehingga pada akhirnya akan dapabjamwab rumusan

permasalahan diatas.

B. Lokas Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang ada mdlkk orendapatkan
data dan informasi yang sesuai dan relevan dengaa penelitian ini, maka
lokasi penelitian ini difokuskan pada efektivitaslgksanaan Bagian Il Angka 5
Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Nedéwva48 Tahun 1990
mengenai syarat sah perceraian bagi pegawai nggérdi lembaga Pengadilan
Agama Kepanjen.

Adapun pertimbangan memilih lokasi tersebut adaédiagai berikut :
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a. Pegadilan Agama Kepanjen merupakan salah satu tEmbang
mempunyai otoritas secara yuridis di Kabupaten NalaSampai
Desember tahun 2010 kasus perceraian yang di kiaftati Pengadilan
Agama Kepanjen mencapai 6697 perkara.

b. Selain itu, dari data awal yang diperoleh kuranbinle183 perkara
perceraian dengan status pegawai negeri sipil yaglgkukan perceraian

di Pengadilan Agama Kepanjen.

Jenisdan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisddal

a. Data primer
Data primer dalam penelitian ini, adalah data ylaeigumber dari pihak —
pihak yang terkait dalam perkara yang menjadi obgekelitian yang
diperoleh langsung dari penelitian dilapang beroasil wawancara yang
dilakukan dengan narasumber yang terkait dengamgsaiahan yang
diangkat penulis, yaitu terkait dengan efektifitesgian 1l angka 5 Surat
Edaran Badan Administrasi Kepegawaian No. 48 Tda0.

b. Data sekunder
Data sekunder pada dasarnya adalah data - datakeengdyang diperoleh
dari literatur baik buku, dan internet . Data selemdalam penelitian ini
antara lain meliputi salinan putusan perkara paraer pegawai negeri
sipil, peraturan — peraturan hukum yang berkaitangdn permasalahan

yang di angkat dalam penelitian ini dari studi k&pkaan terhadap
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literatur atau bahan pustaka yang mencakup bukwky,bdokumen —

dokumen resmi pemerintah, artikel internet, peeatyserundangan, teori

serta pendapat hukum yang berhubungan erat demgak permasalahan

dalam penelitian ini yang diharapkan akan mampuengdapi dan

memerikan tambahan wawasan yang mendalam terhadappknelitian

secara keseluruhan. Data sekunder dalam peneifitiantara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 9199
Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 8 Tal®rd 1
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilamfsg
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 T4989
Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentamg Iz
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentango@ean
atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 fgriian
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Surat edaran Badan Administrasi Kepegawaian Noat&ii 1990
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan PemerinamomN45

Tahun 1990
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2. Sumber data

a. Sumber data primer
Meliputi semua data yang diperoleh langsung meladuielitian pada
lokasi Field Researchyang ditentukan sebelumnya, serta wawancara
langsung dengan para pihak yang terkait dalam riabntara lain
adalah hakim, dan juga para pihak yang berperkara.
Pengumpulan data primer dilakukan melalui tolak rukwrmatif
terhadap peristiwva hukumn concreto dan wawancara dengan
responden yang berkaitan langsung dengan permasaldhlam
penelitian ini yang ada di kantor Pengadilan Agafepanjen. Dalam
hal ini adalah Hakim dan pihak yang berperkara.

b. Sumber data sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan stustala yang
meliputi undang — undang yang relevan dengan pelatzen dan
buku — buku literatur ilmu hukum serta tulisan kstan hukum lainnya
yang relevan dengan permasalahan. Data tersebil Ilednyak
dikumpulkan melalui studi — studi literatur yangpeiioleh melalui
studi pustaka di Pusat Dokumentasi llmu Hukum (PDHRdkultas
Hukum Universitas Brawijaya. Disamping itu data gudiperoleh
dengan penelusuran bahan hukum dengann cara mengagsung
dan melakukan penelusuran situs — situs tertentg yaerkaitan

dengan permasalahan yang dibahas. Serta melaktl@indskumen
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milik Kantor Pengadilan Agama Kepanjen yang begkaidengan

permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Memperoleh Data

Keseluruhan data — data dalam penelitian ini ak&angpulkan dengan
metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam peneliitian ditakukan
dengan caraterviewwawancara, yakni suatu cara pengumpuan data dengan
melakukan wawancara langsung pada pihak terkaiy yéianggap dapat
memberikan penjelasan sehubungan dengan masalaly ydmahas.
Wawancara dilakukan dengan hakim dan para pihalg yaerperkara di
Pengadilan Agama Kepanjen.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik weavan
bebas terpimpin, yakni sebelumnya penulis telagbtlbl dahulu menyiapkan
beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedomamdalawancara ini,
serta pertanyaan ini akan dikembangkan sesuai dengsil wawancara di
lapangan. Pelaksanaan wawancara dilakukan oleh lipesepenuhnya
terhadap responden yang berkaitan dengan permasalahg diangkat dalam
penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini akan dikumpulldengan

menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan caragumgulkan,

mempelajari, dan mengutip data dari berbagai sunssgrerti berbagai
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literatur, peraturan perundang — undangan, interhasil penelitian yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteiti. Stoididimaksudkan untuk
mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuldukeing analisis dalam
penelitian ini.
E. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Orang — orang yang ada di lingkup kantor Pengadgama Kepanjen
untuk menyelesaikan permasalahannya ( para pidak jJuga Hakim.
b. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yarditditSampel yang
dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sampel berigan langsung
dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulgstuyHakim yang
menangani perkara perceraian pegawai negeri sgimars/ak 2 orang
hakim yang menangani perkara perceraian pegawatringgil, dan juga 1
orang pihak yang berperkara.
F. Teknis Analisis Data
Data primer dan data sekunder yang telah diperdleanalisis secara
deskriptif kualitatif yang bersifat pemaparan dartijuan untuk memperoleh
gambaran (deskripsi) lengkap tentang peristiwa hutartentu yang terjadi dalam
masyarakat dengan menggunakan metode wawancasufa@ngengan responden
yang disesuaikan dengan permasalahan yang adaggalierjadi korelasi antara
data primer dengan data sekunder. Deskriptif lat#liadalah cara menganalisis

data yang diperoleh dengan mebguraikan dan menggkarb peristiwva sesuai
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dengan permasalahan yang ada, untuk kemudian disssoara sistematis

sehingga akan diperoleh suautu kesimpulan yang fehmepsif.

G. Definisi Operasional

a. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini atal efektivitas
sebagaimana yang dimaksudkan oleh Soerjono Soekadntana
efektivitas yang dimaksud menggunakan 4 (empatjanpeter yaitu,
subtansi hukum, struktur hukum, fasilitas, dan jogesyarakat.

b. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini &dpkarceraian yang
dilakukan baik oleh suami yang berstatus pegawgemesipil, Istri yang
berstatus pegawai negeri sipil, dan juga baik suaaupun istri sama —
sama berstatus pegawai negeri sipil.

c. Alasan perceraian yang sah yang dimaksudkan dataelipan ini adalah
alasan — alasan perceraian sebagaimana yang didndiktam bagian Il

angka 5 Surat Edaran Badan Administrasi Negara Nd@dahun 1990.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Bagian Il Angka 5 Surat Edaran Badan Administras
Kepegawaian Negara No 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Sebelum membahas tentang efektivitas bagian Il argiSurat Edaran
Badan Administrasi Kepegawaian Negara No 48 TaMi80 ITentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahud, 1®8&ngenai alasan —
alasan perceraian yang sah bagi pegawai negeli sipka akan dipaparkan
terlebih dahulu mengenai gambaran umum lokasi pemelyakni Pengadilan

Agama Kepanjen Kabupaten Malang .

1. Kedudukan dan wilayah hukum

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berkiasaKeputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996di@smikan pada tanggal
28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupateangakrletak di wilayah
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni JI. P20§ Kepanjen-Malang
,yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kdpatéaah Kabupaten Malang
seluas 4.000 M2, berdasarkan surat nomor : 5901299J11/1997 tanggal 20
Februari 1997 juncto. surat nomor : 143/1721/4281d97 tanggal 9 Oktober
1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malangomor
:180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 168fang Penetapan Lokasi

Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di KearaPenarukan
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Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Tanah searasbut asalnya adalah
tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepargeluas 1.694 M2
(sertipikat Hak Milik nomor : 72 ,Surat Ukur nompf0002/ Penarukan/ 1999)
dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M2in§dmasing tanah
tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakairmsama Departemen Agama
cqg. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan gatinga Nomor 00003
tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agumui& Indonesia cq.
Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipNkaor 6 tahun 2005.
Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ipuiel wilayah
Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kotau Hasalnya Kota
Administratip Batu yang sejak tanggal 17 Oktobe®R@elah diresmikan oleh
Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikgéatelah dilantik pada
tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tipaluh enam) kecamatan
meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah PertadriKota Batu terdiri dari 3
(tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

2. Visi pengadilan agama kepanjen

Visi pengadilan agama kepanjen mengacu pada visg yaerhasil
dirumuskan oleh pimpinan Mahkamah Agung Republidolesia tanggal 10

september 2009, yaitdTerwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

3. Pengawasan internal
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan arahan peumban hukum
yang telah digariskan dalam Rencana Pembangungkaldfenengah Nasional

(RPJIJMN) tahun 2010 — 2014 yang merupakan program Badan Pengawasan
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Mahkamah Agung tahun anggaran 2010 dimana teraliri3(tiga) program yaitu

a. Program penerapan kepemerintahan yang baik

b. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitastap Negara

c. Program peningkatan kinerja

Suatu hal yang harus disadari dan diakui lembagadpan merupakan
salah satu lembaga yang sampai saat ini masih mpanhdarotan tajam seiring
dengan belum pulihnya kepercayaan masyarakat wph&dedibilitas dunia
peradilan. Kondisi demikian ditengarai muncul datumulasi kekecewaan para
pencari keadilan khususnya dan msyarakat pada ugaugang diakibatkan oleh
buruknya pelayanan publik peradilan.

Untuk mengatasi situasi dan kondisi tesebut, magag&dilan Agama
Kabupaten Malang, telah mengambil langkah — langledrah keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 145/KM&QMAI11/2007 tanggal
29 Agustus 2007 tentang pedoman pelaksanaan pesgawalingkungan badan
— badan peradilan disamping temuan — temuan ddarbpengawasan mahkamah
agung RI yang dilaksanakan secara regular daneingicderta temuan — temuan
dari hakim tinggi pengawas daerah yang dilaksanpkaa 6 (enam) bulan sekali.
Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan dalaks@etan dan pengawasan
melekat maupun pengawasan fungsional.

Sebagai implementasi dari pengawasan tersebuthiett@kah diterbitkan
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupatelanglanomor : W13-
A35/6046/HK.00.8/X/SK/2010 tanggal 1 Oktober 201éntang penunjukan

hakim pengawas bidang dengan susunan yang tephldat tabel 1 :
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Tabel 1
Susunan Hakim Pengawas Bidang

Di Lingkungan Pengadilan Agama Kepanjen

Tahun 2010
No Nama Jabatan Hakim Pengawas Bidang
1 H.A. Rifan, S.H Wakil Ketua/Hakim Madya K_oordlnator Hakim Pengawas
Pratama Bidang
Drs. Waryono Hakim Pratama Utama
2 Bidang Administrasi Perkara
Drs. H.M Zainuri, S.H, M.H Hakim Madya Utama
Dra. Enik Faridaturrohmah Hakim Pratama Utama
3 Bidang Administrasi Persidangan
Drs. Mashudi, S.H Hakim Madya Muda
4 Drs. Abd. Rouf, M.H Hakim Madya Pratama Bidang Adiistrasi Umum
5 H. Syamsul Arifin, S.H Hakim Madya Pratama Bid&figerja Pelayanan Publik

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2011

Pengawasan dilakukan setiap saat dan laporan dibtiap 3 (tiga) bulan
sekali dengan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Pelign Agama Kabupaten
Malang dengan mengadakan rapat — rapat koordirasg gipimpin oleh Wakil
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagardikabor Hakim
Pengawas Bidang sebagaimana jadwal laporan daaktladjut hasil pengawasan
Hakim Pengawas Bidang.

Pada setiap rapat — rapat koordinasi ditunjuk 2a)dorang notulen,
masing — masing Wakil Panitera dan Wakil SekretaBsnunjukan Wakil
Panitera dan Wakil Sekretaris sebagai notulen rdipa@ksudkan agar temuan —
temuan hasil pengawasan dapat segera ditindaktilesggsuai dengan tugas

masing — masing dibawah koordinasi Panitera/ Satset
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4. Pembinaan dan pengelolaan
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Personil sumber daya manusia teknis yudisial yardppat di pengadilan
agama kabupaten malang terdiri dari 1 (satu) okeetga, 1 (satu) orang Wakil
Ketua, 16 (enam belas) orang Hakim, 1 (satu) oRengtera/Sekretaris, 1 (satu)
orang Wakil Panitera, 3 (tiga) orang Panitera M@léembilan) orang Panitera
Pengganti, dan 3 (tiga) orang Juru Sita, sertatl®rang Jurusita Pengganti.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupatemaip selaku
pimpinan kantor terus berupaya untuk meningkatkemb®r daya manusia teknis
yudisial dengan melakukan pengiriman pegawai umhéngikuti pelatihan —
pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Amebarabaya, Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama serta Mahkamah ABRUrdan dengan tetap
melakukan pembinaan secara berkala.

Disamping itu, instansi Pengadilan Agama Kabupakéalang juga
berusaha agar sumber daya manusia teknis yudengjadilan Agama Kabupaten
Malang tidak hanya menjadi peserta pelatihan, nabehlerapa orang selevel
Hakim senior juga dikirim sebagai narasumber diepapa seminar ataupun

pelatihan yang diadakan oleh instansi lain maupmbhga swadaya masyarakat.

b. Sumber Daya manusia Non Teknis Yudisial
Sumber daya manusia pada tenaga non teknis yugigjal memiliki

peranan sama pentingnya dengan sumberdaya mamksig tyudisial dalam
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membentuk lembaga peradilan yang kredibel, akuhtalae transparan karena
dalam pelaksanaan tugasnya, sumber daya manusiebpkeohg ini berhubungan
erat dengan seluruh aspek administrasi pada k@etegadilan selain tentunya
administrasi perkara yang berada pada wilayah kegpaan.

Sumberdaya manusia non teknis yudisial pada pelagadaigama
kabupaten malang meliputi, 1 (satu) orang Wakilr8tzkis, 1 (satu) orang Kepala
Urusan Kepegawaian, 1 (satu) orang Kepala Urusarmaikgan, 1 (satu) orang
Kepala Urusan Umum merangkap sebagai Panitera Betngtan 1 (satu) orang
Staf.

Dalam kaitannya dengan peningkatan sumberdaya nmaarsedain pada
dorongan untuk belajar pada pendidikan formal dgkat yang lebih tinggi,
pimpinan juga mendorong pejabat — pejabat struktierkait untuk mengikuti
Diklat PIM Tingkat |, II, Ill dan IV. Dalam rangk@eningkatan keahlian para
pejabat struktural juga diikut sertakan untuk mkuagi pelatihan dan ujian
nasional di bidang pengadaan barang/jasa yangsdit@kan di Balai Diklat
Keuangan Departemen Keuangan Malang serta terusererms melakukan
update dan sinkronisasi data terhadap Sistem Akuntansiydfemggaraan
Anggaran (SAKPA), Sistem Aplikasi Barang Milik Nega SA-BMN) di Kantor
Perbendaharaan Negara Malang (KPPN Malang) darensistManajemen

Kepegawaian (SIMPEG) di Pengadilan Tinggi AgamaaBaya.

Setelah mengetahui mengenai gambaran umum pengadigmma
kepanjen maka selanjutnya akan dibahas mengerkiivétes Bagian 1l Angka 5

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Ndgar48 Tahun 1990
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Dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan dartusa#uran hukum,
maka perlu dilihat terlebih dahulu berbagai tedekgvitas penegakan hukum
dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekad& 4 komponen untuk
menilai efektivitas penegakan hukum. Empat kompoatau faktor tersebut
adalah:

1. subtansi hukum,

2. struktur hukum,

3. fasilitas dan

4. masyarakat.

Efektivitas berfungsi untuk melihat dan mengkaji plementasi
bekerjanya penerapan aturan oleh pejabat dan na&ksyaSebelum menentukan
suatu penerapan aturan berjalan dengan efektifamakebuh dahulu harus
digambarkan dan dijelaskan mengenai kriteria -ekatyang menjadi parameter
dari suatu efektivitas.

Dari teori — teori mengenai efektivitas penegakakuim diatas maka
dapat diimplementasikan untuk menganalisa pelaksaaturan hukum tentang
alasan — alasan yang sah bagi perceraian pegawarin@pil di Pengadilan
Agama Kepanjen. Untuk menganalisis efektivitas ksglaaan bagian Il angka 5
Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Nebiaaor 48 tahun 1990
yaitu perihal alasan — alasan yang sah bagi peacemegawai negei sipil ini,
digunakan teori dari Soerjono Soekanto. Efektivitamtu aturan erat terkait
dengan penegakan hukumnya. Oleh Soerjono Soekastmpdlkan sebagai
penyerasian antara nilai dengan kaidah serta keritlari manusia. Dengan

menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekakém dianalisis
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efektivitas bagian 1l angka 5 Surat Edaran Badamifitstrasi Kepegawaian
Negara No. 48 tahun 1990 perihal alasan — alasag gah bagi perceraian
Pegawai Negei Sipil.

1. Substans Hukum

Substansi merupakan peraturan — peraturan yangaiipkeh para pelaku
hukum pada saat melakukan perbuatan — perbuatenhsdgrungan — hubungan
hukum. Secara kongkrit bentuk substansi hukum sastem negara civil law
seperti Indonesia berupa peraturan perundang —ngada menurut Undang -
Undang nomor 10 tahun 2004 tentang PembentukartupgnaPerundnag —
undangan, yang dimaksud peraturan Perundang — gadaradalalperaturan
tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara ataabpg¢jyang berwenang dan
mengikat secara umunDi setiap isi peraturan perundang — undangan wselal
terdapat norma yang memuat larangan, perintah,darhan. Selain norma di
dalam peraturan perundang — undangan harus putauatesanksi, sanksi
diberikan kepada pihak yang melanggar suatu noramg yelah dimuat dalam
suatu perturan perundang — undangan. Sanksi rkemiilat berupa retributif
(mengembalikan) dan juga sifat represif (menindak)

Secara umum masalah perkawinan telah diatur dalmang — undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di lpsrjagi dalam Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanadeng — undang nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang — whdamor 1 tahun 1974
diatur segala hal yang berkaitan dengan perkawimalai dari pengertian, syarat
sah perkawinan hingga perceraian. Dalam undanglanghnomor 1 tahun 1974

perceraian diatur dalam pasal 38 sampai dengah4@&yang berbunyi :
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Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

a. kematian,

b. perceraian dan

c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukupaalas
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat pghidu
rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadi&ard
dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40
(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada (dyat
pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tdnsen
Jika kita cermati, dalam pasal 39 ayat 2 sedilsingigung masalah syarat
perceraian yang menyatakan bahwa untuk dapat bembak harus memenuhi
syarat-syarat sedangkan syarat yang telah ditemtuledam bentuk peraturan
perundang — undangan secara lebih detail dijeladtm pasal 19 yang termuat
di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975ulza di dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 116.
Sesuai dengan pasal 19 peraturan pemerintah norau@ 1975, maka
bagi seseorang yang hendak bercerai harus memsalali satu atau beberapa

alasan yang tersebut dalam pasal tersebut yangrberbsebagai berikut :
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pgkn@emadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarftua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yaalygatau karena hal
lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5)(ltmhun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan beslanyg

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengeam berat yang
membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau kpedgagan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sisteni/

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadrs@eihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup ri&gindalam

rumah tangga.

Jika dikaji lebih jauh dengan membandingkan andtatantuan mengenai
syarat perceraian dalam pasal 19 peraturan pe@ermdamor 9 tahun 1975 dan
pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak &pat perbedaan, substansi
Syarat perceraian antara kedua aturan perundangdangan tersebut sama.
Kedua peraturan tersebut sama-sama menyebutkaat-syyarat perceraian,
mulai dari Salah satu pihak berbuat zina atau ndepgmabok, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan hidgdara suami dan isteri
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkdaantidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
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Pada dasarnya Peraturan Pemerintah nomor 9 taht ddhlah tindak
lanjut dari dibuatnya Undang - Undang nomor 1 tah@@4. Menurut Undang —
Undang nomor 10 tahun 2004 pasal 1 ayat (&hgyerbunyi :

Pasal 1 ayat (5)

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Presi.den untuk menjalankan Undang-Undang sebagaiman
mestinya

Maka disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah addbanaturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PresideR orenjalankan Undang-
Undang sebagaimana mestinya Sedangkan KHI adalaatupgn yang di
pergunakan untuk menyelesaikan perkara bagi mdsgtayang beragama Islam,
dan berasal dari kaedah — kaedah agama, pada asBengturan Pemerintah
adalah suatu peraturan yang dibuat dan diberlakidesmara universal pada
seluruh Warga Negara Indonesia, namun berbeda néfaapilasi Hukum Islam
yang hanya dapat diterapkan pada Warga Negaradsoyang beragama Islam.

Dikaitkan dengan perceraian maka aturan mengendiefa@an yang
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan Komphlagium Islam adalah
peraturan mengenai perceraian yang ditujukan bagrgav sipil Republik
Indonesia dan khusus Kompilasi Hukum Islam untulslimu

Berbeda bagi pegawai negeri sipil yang merupakgabpe publik yang
menurut Undang — Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jubciang — Undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok — Pokok Kepegawpésal 1 ayat (1),
Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negarailitié&gpindonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat olehba¢jgang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negara ataxakligagas negara lainnya, dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangag Yemlaku, maka sudah
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seharusnya jika pegawai negeri sipil menjadi telat@gi masyarakat dan
berkewajiban menjaga nama baik pegawai negerispidgai pejabat publik.

Jadi sudah selayaknya jika perkawinan dan percermag menyangkut
mengenai pegawai negeri sipil akan diatur secarsendiri dengan ketentuan
yang lebih khusus dan berbeda dengan ketentuarawien dan perceraian
masyarakat pada umumnya. Sehingga mengenai pedawdan perceraian
pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Perta@ritNomor 45 Tahun 1990
Tentang Perubahan Dari Peraturan Pemerintah Nofdrahun 1983 Tentang
ljin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Siplil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tduPeraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ljin Penkawidan Perceraian
Pegawai Negeri Sipil, tidak menyebutkan definisri daerceraian melainkan
mengatur dan menjelaskan mengenai tata cara pemcdragi pegawai negeri
sipil. Dimana mengenai ketentuan — ketentuan sekmlaksanaan Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Adnrnass Kepegawaian Negara.

Sebagal penjabaran dan petunjuk teknis dari BraraPemerintah nomor
45 tahun 1990 juncto Peraturan Pemerintah nomealih 1983, perihal alasan —
alasan perceraian yang sah bagi pegawai negdryamy lebih jelas dan spesifik
diatur dalam bagian Il angka 5 Surat Edaran BaddmiAistrasi Kepegawaian
Negara Nomor 48 tahun 1990 tentang petunjuk petaiesaPeraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Dari PeraReaerintah Nomor 10
Tahun 1983 Tentang ljin Perkawinan Dan Perceragga®ai Negeri Sipil.

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negarmaor 48 tahun

1990 ini sendiri terbentuk dengan tujuan untuk e kelancaran dan
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keseragaman dalam pelaksanaan perkawinan dan garceegawai negeri sipil.
Surat edaran ini juga digunakan sebagai pedomauk umenyelesaikan masalah
perkawinan dan atau perceraian pegawai negeri bgitlasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 45 tahun 1990 juncto Peraturanefetah nomor 10 tahun
1983.

Dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaiagaka tersebut
diatur mengenai tatacara dan juga syarat maupsaralaengenai perceraian, ijin
beristri lagi atau beristri lebih dari seorang, gwmai ijin beristri lebih dari
seorang bagi pegawai negeri sipil yang mendudiatgn tertentu, pendelegasian
jabatan dan juga mengenai sanksi — sanksi yangikhibekepada pegawai negeri
sipil yang melanggar peraturan — peraturan yangdatsam peraturan pemerintah
nomor 45 tahun 1990 juncto Peraturan Pemerintatonattahun 1983.

Dari sekian pengaturan dalam Surat Edaran Badan irAsinasi
Kepegawaian Negara tersebut, mengenai percerasabutkan dalam bagian I
surat edaran tersebut. Dalam bagian Il surat edaraebut, terdapat pengaturan
mengenai alasan — alasan perceraian yang sah égawRi Negeri Sipil. Alasan
— alasan perceraian bagi pegawai negeri sipilbdikan dalam bagian Il angka 5
Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negaraor 48 tahun 1990
bahwa pegawai negeri sipil dapat melakukan pererapabila memenuhi salah

satu atau lebih syarat — syarat berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina
b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, damigieygng sukar

disembuhkan;
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c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamataluan berturut -
turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yaal serta tanpa
memberikan nakfah lahir maupun batin atau kareddana di luar
kemampuannya.

d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara limantatau hukuman
yang lebih berat secara terus-menerus setelahvpeda berlangsung.

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengemalyerat baik
lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pmikah dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidupnrdégi dalam
rumah tangga.

Secara sepintas memang tidak ada perbedaan alsisaia perceraian bagi
pegawai negeri sipil dengan alasan perceraian agyarakat pada umumnya
seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no#ndahun 1975 dan
Kompilasi Hukum Islam dengan alasan perceraian yaoh didalam bagian I
Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Neijaraor 48 Tahun 1990,
namun alasan perceraian bagi pegawai negeri sipd yda dalam bagian Il Surat
Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara NafBorahun 1990, sudah
diperinci sebelumnya dalam Surat Edaran Badan Adtrasi Kepegawaian
Negara Nomor 8 Tahun 1983 dengan beberapa syamifichnya :

7. Salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan denga

1) Keputusan Pengadilan;
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2) Surat pernyataan dari sekurang — kurangnya duay @aksi yang
telah dewasa yang melihat perzinaan itu. Suratypésan tersebut
diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah dalenya camat;

3) Perzinaan itu diketahui oleh salah satu pihak (nsustau istri )
dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang demikmaka pihak
yang mengetahui secara tertangkap tangan itu mento@ran
yang menguraikan hal ikhwal perzinaan itu.

8. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atawgieyang sukar
disembuhkan yang dibuktikan dengan :

1) Surat pernyataan dari dua orang saksi yang telalas#e yang
mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh p¢jayang
berwajib serendah — rendahnya camat.

2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang nasrgian bahwa
menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan tet@mjadi
pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disemhuhka

9. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamataluan berturut —
turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yaalg astau karena hal
lain diluar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikemgdn surat
pernyataan dari kepala kelurahan/kepala desa, ysahkan oleh
pejabat yang berwajib serendah — rendahnya camat;

10. Salah satu pihak dijatuhi pidana penjara lima tasetelah perkawinan
berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan pdagaghng telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;
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11.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengamayerat yang
membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengaam et repertum
dari dokter pemerintah;

12.Antara suami dan istri terus menerus terjadi pmikah dan
pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidupnrd&gi dalam
rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat peragatkari kepala
kelurahan/kepala desa yang disahkan oleh pejabad yeerwajib

serendah — rendahnya camat.

Jika ditinjau lebih jauh ternyata dalam bagian dgkka 5 Surat Edaran
Badan Administrasi Kepegawaian Negara terdapat asyémbahan yang
sebelumnya tidak dikenal dalam pasal 19 PeratusameBntah nomor 9 tahun
1975 maupun dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Isfakmi mengenai syarat —
syarat atau mengenai beban pembuktian dari alasd@san perceraian. Dimana
beban pembuktian bagi pegawai negeri sipil tidakybaerbatas pada keterangan
saksi — saksi di pengadilan akan tetapi harus didgldengan surat — surat yang
sah, yang diketahui dan di tandatangani serendahdahnya oleh camat.

Ditelaah lebih lanjut, semua syarat tambahan tetseterupakan salah
satu upaya pemerintah dalam memperketat pegawaringgil agar pegawai
negeri sipil tidak mudah mengakhiri perkawinanny@aiadengan kata lain tidak
mudah bercerai . Mengingat bahwa pegawai negeii agalah teladan bagi
masyarakat yang harus memberikan contoh yang lagikrbasyarakat luas, maka

kepada pegawai negeri sipil dibebankan suatu tarmgg@uwab yang besar.
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Penerapan bagian Il Surat Edaran Badan Administkepegawaian
Negara Nomor 48 Tahun 1990 itu sendiri di PengadNgama menurut Waryono
salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kepanjbupaen Malang :

“Jadi ada dua kelompok perangkat hukum yang kalcaSu
Edaran BAKN no 48 tahun 90 itu merupakan juklaki dar
PP 10 tahun 83 yang merupakan aturan disiplin pegaw
dalam hal perceraian, nah secara subatansi memang
Pengadilan Agama atau perkara perceraian baik cera
talak maupun gugat itu ya salah satu alasan peregr&u

ya harus salah satu atau beberapa poin — poin dagian
lima itu, tetapi dalam apa perangkatnya pelaksamgan
itu bukan poin — poin itu yang kami terapkan t&pmi
landasan hukumnya itu ya pasal 19 pp 9 atau padal 1
Kompilasi Hukum Islam, kalo subtansinya ya samay&

itu ya sama, tapi dalam penerapannya itu kami tidak
mengacu atau bersumber pada itu apa surat edaraenea

itu bukan hukum materiil kami pengadilan agartfa”

Dalam penerapan bagian Il angka 5 surat Edaran rBadbninistrasi
Kenegaraan Negara Nomor 48 Tahun 1990, ternyatgadéan Agama Kepanjen
adalah secara substantif putusan hakim PengadigmmA dalam pertimbangan
hukum perkara perceraian selalu mengacu pada afssaeraian sebagaimana
terurai dalam bagian Il angka 5 Surat Edaran Baktiministrasi Kepegawaian
Negara Nomor 48 Tahun 1990, namun secara normaidig bukan poin — poin
tesebut yang dijadikan landasan hukum dalam metkanuperkara perceraian,
melainkan mengacu pada pasal 19 Peraturan PenmeNiot® tahun 1975 juncto
pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang isinya samssipedengan bagian Il
angka 5 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawdegara Nomor 48 Tahun
1990, karena kedua aturan tersebut merupakan hukateriil bagi Pengadilan

Agama, sedangkan Surat Edaran Badan Administrgsedavaian Negara No 48

tahun 1990 bukan hukum terapan bagi pengadilan ag&ehingga Pengadilan

% hasil wawancara dengan bapak Drs Waryono, Majillkim Pengadilan Agama Kepanjen
Kabupaten Malang tanggal 18 januari 2011
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Agama tidak harus atau tidak wajib menggunakan tpexa tersebut untuk

memutus suatu perkara perceraian pegawai negeri sip

Selain perbedaan mengenai beban pembuktian bagivaegmegeri sipil
yang tidak hanya terbatas pada keterangan sakdist & pengadilan akan tetapi
harus didukung dengan surat — surat yang sah, diaetahui dan di tandatangani
serendah — rendahnya oleh camat. Perbedaan laraddgian Il angka 5 Surat
Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Na@t8ofFahun 1990 dengan
pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 19%%ojypasal 116 Kompilasi
Hukum Islam antara lain adalah bagian Il angka SatSiedaran Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun I®@@upakan perangkat
aturan bagi pejabat pengambil kebijakan dalam rangkmberi ijin atau tidak
memberi ijin kepada pegawai negeri sipil yang akalakukan perceraian, atau
dengan kata lain bagian Il angka 5 Surat EdaranaBaddministrasi

Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 ini beradatinistratif.

Sedangkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 18¥&o] pasal 116
Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum terapan atdam materiil baik bagi
Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dalam eniesa perkara
perceraian selain taklik talak yang merupakan laaddaukum bagi hakim dalam
memutuskan perkara yang harus dimuat dalam put@dan, dengan kata lain

bersifat formal yuridis.

Jadi secara formil kedua perangkat peraturan dakdnmi bagian Il angka
5 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Neljamor 48 Tahun 1990

dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 ta@dh juncto pasal 116
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Kompilasi Hukum Islam meskipun berisi materi yargna yaitu tentang alasan
perceraian, namun bidang penerapannya berbeda, hyagian 1l angka 5 Surat
Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nod®r Tahun 1990
merupakan landasan hukum bagi pejabat eksekutifnggxan lembaga peradilan
atau lembaga yudikatif menggunakan landasan hukasalpl9 Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 KlasmgpHukum Islam dalam
memeriksa perkara perceraian. Karena hakim Pemgadibama menganggap
bahwa Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaiagahh hanya sebagai
produk eksekutif dan Hakim sebagai pejabat yudikailak seharusnya
menggunakan produk eksekutif seperti Surat EdaradaB Administrasi
Kepegawaian Negara. Terlihat selama ini hakim hdeypedoman pada pasal 19
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan paéakdmpilasi Hukum Islam

yang merupakan produk yudikatif dan bersifat forgnaidis.

Dalam kedudukannya dalam hierarki perundang — wgatasurat Edaran
merupakan delegasian dari Keputusan Presiden, sifgtadari Surat Edaran ini
adalah pengaturan lebih lanjut dari kebijakan ydrambil oleh Presiden yang
dituangkan dalam Keputusan Presiden. Surat EdaagiarBAdministrasi Negara

juga merupakan pengaturan lebih lanjut terhadagt®@n Pemerintahan.

Dalam hal ini kedudukan dari Surat Edaran BadammiAdtrasi
Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 sendirh iakbagai pengaturan
lebih lanjut dari peraturan Pemerintah Nomor 45urei990 Juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ljin Pemkawidan Perceraian Bagi

Pegawai Negeri Sipil.
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Jadi dalam efektifitas bagian Il angka 5 Surat Bddadan Administrasi
Kepegawaian Negara nomor 48 tahun 1990 adalah tdieitif, karena pada
subtansinya Pengadilan Agama tetap berpegang padal @9 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan juga pada pdsalKbmpilasi Hukum
Islam. Hal ini juga dikarenakan Surat Edaran Badldaminstrasi Kepegawaian
Negara nomor 48 tahun 1990 merupakan produk admatiisdan bukan produk

yuridis bagi Pengadilan Agama.

2. Struktur hukum

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkanatemntbagaimana
hukum itu dijalankan menurut ketentuan — ketentfamalnya. Para penegak
hukum bertugas untuk menjalankan suatu ketentuemdpraturan perundang —
undangan yang diwujudkan dalam suatu tindakan lainlsesuai dengan
kewenangannya. Adapun aparat hukum yang bertugasjalayekan suatu
peraturan adalah Hakim, Jaksa, dan juga Polisi.

Dalam peceraian khususnya perceraian bagi pegaggerinsipil maka
pihak yang berperan adalatakeholdeidan aparat penegak hukum. Dalam proses
perceraian pegawai negeri sipstakeholderyang berperan adalah atasan dari
pihak yang berperkara sesuai dengan tata urutarerikeewgan dalam instansi
tempat para pihak bekerja, sedangkan aparat hulang terkait adalah Hakim
Pengadilan Agama, yang mana dalam perkara ini dived&h kantor Pengadilan
Agama Kepanjen Kabupaten Malang.

Untuk mengetahui bagaimana perangkat — perangKainhuwang ada

sebagaimana diatas dapat berperan sesuai dengeanntegeka dapat kita ketahui
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dari pelaksanaan perceraian pegawai negeri siptedgadilan Agama Kepanjen,
yaitu pegawai negeri sipil yang hendak bercerausanengajukan ijin kepada
atasan atau pejabat yang berwenang. Setelah mekalajgarat ijin dan atau surat
keterangan para pihak baru dapat menjalankan pitmsdaitnya di Pengadilan
Agama.

Untuk mendapatkan surat ijin dari pejabat yang beamg pegawai negeri
sipil yang bersangkutan harus mencantumkan alasamg ylengkap yang
mendasari permintaan izin perceraian tersebut.aflas alasan tersebut harus
ditunjukkan dengan adanya surat keterangan yarapditangani oleh Kepala
Desa dan di sahkan oleh serendah — rendahnya Camat.

Pejabat yang berwenang seperti yang dijelaskanmdakesal 1 ayat (2)
Undang — Undang Nomor 43 Tahun 1999 Juncto Undakmdang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok — Pokok Kepegawaian @gbat yang mempunyai
kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberfienpti&gawai negeri
sesuai dengan undang — undang yang berlaku. Dalamgetuarkan izin
perceraian harus sesuai dan juga mengacu padaa@rabengenai perkawinan
dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, pejalaaigyberwenang juga harus
memperhatikan alasan — alasan yang digunakan ameagajukan izin perceraian
oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan, seiaingejabat atau atasan
tersebut tidak dengan mudah memberikan ijin bag@ab@annya yang mengajukan
ijin perceraian, diharapkan atasan lebih ketatstektif dalam memberikan ijin
perceraian sehingga secara tidak langsung akan ofemeekan jumlah perceraian
pegawai negeri sipil. Apabila alasan — alasan beitseesuai dengan apa yang

tersebut dalam Peraturan Permerintah Nomor 45 Td890 Juncto Peraturan
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Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perk@wDan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil, dan harus dibuktikan sesesigdn apa yang termaksud
oleh bagian Il angka 5 Surat Edaran Badan AdmasstKepegawaian Negara
Nomor 48 Tahun 1990, maka pejabat yang berwenamgs haeminta dan

memeriksa alat bukti dari pegawai negeri sipil yamgngajukan permohonan ijin
perceraian.

Bukti — bukti yang harus di tunjukkan oleh Pegawmaigeri Sipil yang
bersangkutan untuk memperoleh surat ijin perceradalah bukti — bukti
sebagaimana yang dimaksud dalam bagian Il angkaurat £daran Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 TahunOlR&cto Bagian Il
angka 2 Surat Edaran nomor 8 tahun 1983. Dimana budukti yang dimaksud
antara lain adalah keputusan pengadilan, suratygiyan dari dua orang saksi
yang sudah dewasa yang mengetahui dan surat temdiéletahui oleh pejabat
setempat serendah — rendahnya camatim et repertumdan lain sebagainya.
Fungsi dari alat — alat bukti tersebut antara #alalah agar tidak terjadi penipuan
dan juga agar pegawai negeri sipil yang hendakeb&renemang berdasarkan
atas kejadian yang nyata terjadi dan bukan berklmsasuatu alasan yang
mengada — ada.

Dalam proses pemberian surat ijin bercerai olehljzjyang berwenang,
harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak ikerddthulu dan juga
memberikan nasehat pegawai negeri sipil yang bgks#éan yang mengajukan
surat ijin perceraian, pejabat yang berwenang mmgmberikan waktu pada para
pihak untuk memikirkan kembali apakah mereka bendrenar menginginkan

perceraian tersebut terjadi dengan mengkaji alpseseraiannya dan juga bukti —
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bukti ada, jika dinilai alasan tersebut masih lisaaafkan dan masih dalam taraf
kewajaran yang masih bisa ditoleransi maka sudadilsgya para pihak kembali
berdamai dan tidak melanjutkan perkawinannya. Apabalam waktu yang
ditentukan pegawai negeri sipil yang bersangkutamasa perkawinan mereka
tidak dapat dilanjutkan lagi, maka pejabat yangMeeang akan mengeluarkan
surat ijin bercerai bagi pegawai negeri sipil tbrge

Setelah mendapatkan surat ijin bercerai dari pejghag berwenang,
peawai negeri sipil yang bersangkutan lalu mendafta perkaranya di
Pengadilan Agama. Setelah perkara tersebut dibemon perkara, perkara
tersebut kemudian akan diproses. Dalam proses |esay@n perkara perceraian
bagi pegawai negeri sipil, Pengadilan Agama akafaknkan usaha mediasi
terlebih dahulu, dan apabila mediasi tidak berhasika Pengadilan Agama akan
meneruskan memproses perkara dan meminta kepadawgegegeri yang
bersangkutan untuk menunjukkan surat ijin bercetang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang.

Apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan roetnendapatkan ijin
dari pejabat yang berwenang maka akan diberi wiedgpada pegawai negeri sipil
yang bersangkutan untuk mengurus surat ijin berdespada pejabat yang
berwenang, dan sidang atau proses akan dihentikand#unda paling lama 6
(enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi.

Hal ini sesuai dengan isi angka 4 Surat Edaran lsiaak Agung nomor 5 tahun
1984 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Pdatenmmomor 10 tahun 1983
yang berbunyi :

untuk memberi waktu unutuk pegawai negeri sipgebut
mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidingndeau
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selama — lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak aka
diperpanjang lagi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rif'an :

“ kalau masalah surat ijin dari atasan itukan selemya
syarat administrasi untuk Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan, kita sendiri di Pengadilan Agamatitlak
mempermasalahkan perihal surat ijin ya, karenahtikan
hukum acara bagi kita di Pengadilan Agama, karena i
sebenarnya syarat administrasi yang harus diperaiéh
Pegawai Negeri Sipil yang mau bercerai dengan tenmyza
bekerja, soalnya kalau tidak pegawai negeri sifpildapat
sanksi dari lembaga tempat dia kerja”

Di Pengadilan Agama Kepanjen sendiri perihal ijiergeraian bukan
merupakan suatu hal yang hakiki dalam perceraighgegawai negeri sipil. Hal
ini terjadi karena izin perceraian bukan salah satarat dalam hukum acara,
melainkan syarat administrasi yang harus dipenigin pegawai negeri sipil yang
bersangkutan dengan instansi dimana pegawai negérersebut bernaung atau
bekerja. Karena Pengadilan Agama tidak terikat dengyarat ini, akan tetapi
bagi bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutamasymemperoleh ijin bercerai
adalah mengikat. Dimana apabila tidak terpenuhu afdanggarnya syarat
administrasi yang harus dimiliki pegawai negeriilsgengan instansi dimana
pegawai negeri sipil tersebut bernaung akan merikabusanksi bagi pegawai
negeri sipil yang bersangkutan diantaranya dibeikeam dengan hormat tanpa
permohonan sendiri.

Jadi memang selama ini Hakim Pengadilan Agama tidak

mempermasalahkan ketiadaan surat ijin cerai pegawegjeri sipil yang

dikeluarkan oleh atasan para pihak mengingat hsgleit tidak ditentukan dalam

!5 Hasil wawancara dengan bapak H.A.Rif'an, S.H, Nigjdakim Pengadilan Agama Kepanjen
Kabupaten Malang tanggal 18 Januari 2011
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hukum acara dan karena Hakim Pengadilan Agama tefétat serta tidak akan
menerima sanksi jika tidak memenuhi syarat suratérsebut, namun mengingat
kerugian berupa sanksi yang akan diterima oleh pamnak maka Hakim
Pengadilan Agama menyarankan kelengkapan syamasasek surat ijin cerai.

Pengadilan Agama dapat pula meneruskan proses@earcéagi pegawai
negeri sipil walaupun pegawai negeri sipil yangshagkutan belum memiliki ijin
perceraian apabila perkawinan tersebut dinilai gdehgadilan dianggap tidak
akan membawa kebaikan atau tidak akan membawa suattaat yang menjadi
tujuan awal dari sebuah pernikahan atau dalam sefuarga.

Setelah pengadilan memutus cerai kepada pegawarinepil dan
putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum ysetgp, maka pengadilan
akan mengirimkan salinan putusan tersebut kepagibaieyang berwenang
dalam jangka waktul (satu) bulan.

Dalam hal pembuktian dari alasan perceraian yangalesud pada bagian
Il angka 5 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawdegara nomor 48
tahun 1990, Pengadilan Agama tidak menerapkan é&@elut, melainkan
Pengadilan Agama menerapkan apa yang ada dalaal (8s Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan juga pasal 1I6pKasi Hukum Islam,
dimana dalam pembuktian bagi alasan — alasan p&oebagi pegawai negeri
sipil disamakan dengan perceraian pada umumnyainHalembuktikan bahwa
strukur hukum atau aparat penegak hukum yang aldandaal ini Pengadilan
Agama tidak menerapkan bagian Il angka 5 Surat dad&adan Administrasi

Kepegawaian Negara nomor 48 tahun 1990. Sehinggandaarameter struktur
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hukum atau aparat penegak hukum dalam teori etektiyang telah disampaikan

adalah tidak efektif.

3. Fadlitas

Fasilitas untuk melaksanakan aturan — aturan hujuga harus cukup
memadai, sebab seringkali hukum sulit ditegakkamerna fasilitas untuk
menegakkannya tidak mencukupi. Fasilitas tersebiara lain mencakup tenaga
manusia yang berpendidikan dan terampil, organigasg baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diketb&@lwa sarana atau
fasilitas yang ada telah terpenuhi. Tenaga manyar®y berpendidikan dan
terampil telah terpenuhi dalam proses perceraiamaywai negeri Ssiplil
sebagaimana terlihat baik dari pihak pejabat beswgn yang berperan
menerbitkan izin perceraian, pihak Pengadilan Agammaupun pihak — pihak
lain yang bersangkutan, cukup taat dalam mematahi mengetahui tentang
alasan — alasan perceraian yang sah bagi pegagarirsipil. Hal ini dapat
dilihat dari pejabat yang berwenang mengeluarkem ggerceraian yang sudah
mengetahui dan menerapkan peraturan — peratur@agin mulai dari Peraturan
Permerintah Nomor 45 Tahun 1990 Juncto Peraturaneffetan Nomor 10
Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceragam Begawai Negeri Sipil,
hingga bagian Il angka 5 Surat Edaran Badan AdmasisKepegawaian Negara
Nomor 48 Tahun 1990. Walaupun aturan — aturan batsedak berlaku atau

tidak sepenuhnya dijalankan oleh Pengadilan Agama.
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Selanjutnya mengenai unsur organisasi yang bailsimbelum atau
kurang berjalan dengan baik, karena antara Pemagadijama dengan pejabat
yang berwenang kurang ada koordinasi mengenai prpseceraian pegawai
negeri sipil sehingga terjadi ketimpangan dan wakg membuang banyak waktu
sehubungan dengan pemberian izin perceraian olabgieyang berwenang. Hal
ini dapat dilihat dari beberapa perkara dimanardgbenerbitan ijin dari suatu
perkara perceraian pegawai negeri sipil masih méwhkan waktu yang sangat
lama, sehingga proses persidangan menjadi terhambat

Selain kurangnya koordinasi yang baik antara péjghag berwenang
dengan Pengadilan Agama, kurangnya sosialisasi @k pejabat yang
berwenang dan juga Pengadilan Agama perihal peéacepegawai negeri sipil
juga sangat berpengaruh. Hal ini dapat terlihat #arangnya pengetahuan
pegaawai negeri sipil yang hendak melakukan paarergang tidak mengetahui
baik alasan maupun syarat — syarat pendukung alassasan yang sah bagi
perceraian yang ada dalam Il angka 5 Surat EdaradarB Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990.

Dengan sarana yang ada dan memadai dan keuangan cygup
seharusnya dalam perkara perceraian pegawai negelri khususnya dalam
pembuktian dan penerapan alasan — alasan yanghsahhercerai bagi pegawai
negeri sipil yang ada dalam bagian Il angka 5 SHd#tran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 dapat isasatiengan baik.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa uiasilitas dari efektifitas
pengaturan bagian Il angka 5 Surat Edaran Badanisinasi Kepegawaian

Negara Nomor 48 Tahun 1990 belum berjalan dengéndaa maksimal. Hal ini
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terlihat dari kurangnya koordinasi antara Pengadiigama dengan pejabat yang
berenang, dan juga kurangnya sosialisasi sehingjger&daan atau isi dari bagian
Il angka 5 Surat Edaran Badan Administrasi KepegawaNegara Nomor 48

Tahun 1990 kurang diketahui oleh pegawai negeitiyang hendak bercerai.

4. Kondisi Masyar akat

Berbicara mengenai kondisi masyarakat, maka ak@nadakan mengenai
derajat kepatuhan. Masyarakat disini adalah pegaegeri sipil yang melakukan
perceraian. Dimana dalam hal ini yang akan dibahasgenai kepatuhan dari
pegawai negeri sipil yang melakukan perceraianakaja dengan aturan yang
ada dalam bagian Il angka 5 Surat Edaran Badan Wishrasi Kepegawaian
Negara Nomor 48 Tahun 1990 mengenai alasan — gi&searaian yang sah bagi
pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil yang bercerai di Pengadilaama Kepanjen pada
umumnya telah melaksanakan perceraiannya tersehgad alasan — alasan yang
sah yang tersebut baik yang ada dalam pasal 1®upmmapemerintah nomor 9
tahun 1975 maupun yang ada dalam pasal 116 Kompildauim Islam, seperti
zina yang dilakukan salah satu pihak, pertengkgearg terjadi terus menerus,
salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi danselragainya. Akan tetapi dari
beberapa alasan perceraian tersebut ternyata apesgangkaran yang terjadi
terus — menerus yang merupakan alasan yang baryakatan oleh para pihak.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bfsiyono :
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“kebanyakan kalau alasan perceraian itu dilarikare k
huruf F itu yang pertengkaran terus — menerus, kala
alasannya sih bermacam — macam ya artinya alasartnya
perselisihan pertengkaran yang terus - menerus, tap
penyebabnya kan bermacam — macam contohnya suaminya
selingkuh atau tidak memberi nafkah gitu ta'.”

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya walaupumlari pasal 19
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasaKampilasi Hukum Islam
sama dengan isi dari bagian Il angka 5 Surat Ed@adan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, akan tetlpan pembuktiannya
berbeda.

Beban pembuktian yang ada dalam bagian Il angkar&t £daran Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1@8ih berat dan juga
lebih ketat dibandingkan dengan pengaturan — pergjatyang lain membuat
masyarakat dalam hal ini pegawai negeri sipil yanggakukan perceraian enggan
menggunakan aturan ini, salah satu contohnya adaahya ijin perceraian dari
atasan, dan juga seperti pembuktian yang harusatikedari pejabat serendah —
rendahnya camat.

Kurangnya sosialisasi mengenai Surat Edaran Badamimstrasi
Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 khususnygenai alasan — alasan
dan juga syarat — syarat yang menyertai pembuldiasan — alasan perceraian
bagi pegawai negeri sipil yang terdapat dalam Imagisangka 5 Surat Edaran

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48umalP90 yang selama

ini sosialisasinya hanya berkutat antara pejabag y@erwenang membuat atau

'8 hasil wawancara dengan bapak Drs Waryono, Majillkim Pengadilan Agama Kepanjen
Kabupaten Malang tanggal 18 Januari 2011
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mengeluarkan izin perceraian saja, juga membuayakanpegawai negeri siplil
tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

Selain enggannya pegawai negeri sipil menggunakarara bagian |l
angka 5 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawdégara Nomor 48 Tahun
1990, tidak dipergunakannya pengaturan ini oleh gBéilan Agama juga
membuat pegawai negeri sipil terkesan acuh terhalleperadaan dan
keberlakuan Surat Edaran Badan Administrasi KepagawNegara Nomor 48
Tahun 1990. Hal tersebut sesuai dengan apa yaatpkdn oleh NA :

“ kalau saya sih waktu itu yang penting cerai mbak,
masalah adanya apa itu surat edaran saya ndak ngert
ngerti banget soalnya yang saya tahu itu ya masgiah
cerai itu, kalau masalah pembuktian yang ada diadal
surat edaran itu pernah dengar saya, tapi ya cuma d
kalangan atasan saja mbak,itu saja saya di kasihlas
saya, kalau saya pakai surat edaran itu kan suskialsya
mbak membuktikannya ribet harus ke Camat lah kesana
kesini...."”

Kesadaran Pegawai Negeri Sipil yang kurang akaerggan bagian I
angka 5 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawsdégara Nomor 48 Tahun
1990 dan juga kurangnya sosialisasi membuat cuknyaknya Pegawai Negeri

Sipil di tataran kabupaten malang yang cukup tinggl ini dapat dilihat dalam

tabel 2, yaitu :

" Hasil wawancara dengan NA, Pegawai Ngeri Sipilgyarelakukan perceraian
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Tabel 2
Data Laporan Perkara Perceraian Pegawai Negeli Sipi

Di Lingkungan Pengadilan Agama Kepanjen

Tahun 2010
Cerai talak Cerai gugat
Bulan
Sisa Terima Sisa Terima
Januari 4 2 10 3
Februari 5 3 11 1
Maret 4 - 8 4
April 4 4 12 3
Mei 5 2 11 1
Juni ) 3 10 1
Juli 2 1 9 -
Agustus 1 3 5 2
September 4 1 6 3
Oktober 4 1 7 -
November 4 1 6 -
Desember 3 - 4 -
Jumlah 45 21 99 18
Sumber : data sekunder, diolah, 2011

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tali® perkara perceraian
Pegawai Negeri Sipil lebih banyak berdasarkan pald& dengan jumlah laporan
hingga bulan desember 2010 sebanyak 21 perkarangieah untuk perkara cerai

gugat hingga bulan desember 2010 jumlah laporaadgah sebanyak 18 laporan
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perkara. Hal tersebut belum termasuk sisa perledmant2009 dimana sisa untuk
cerai talak sebanyak 4 perkara dan cerai gugahgakd 0 perkara.

Jadi jika dilihat dengan parameter masyarakat daleam efektifitas
hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, makaitfaktdari bagian Il angka
5 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negamor 48 tahun 1990
mengenai alasan — alasan yang sah pada perceegawa negeri sipil adalah
kurang efektif, hal ini dapat terlihat dari masihgginya angka perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil dan juga masih kurangnya pahgan Pegawai Negeri
Sipil akan keberadaan bagian Il angka 5 Surat Bd&@adan Administrasi
Kepegawaian Negara nomor 48 tahun 1990 yang meangatihal alasan yang

sah bagi perceraian pegawai negeri sipil.

B. Faktor Penghambat Dari Penerapan Bagian || Angka 5 Surat Edaran
Badan Administras Kepegawaian Negara No. 48 Tahun 1990.

Beberapa faktor penghambat penerapan bagian llaaBgBurat Edaran
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 mah890 antara lain
adalah :

1. Kurang diterapkannya bagian Il angka 5 Surat Ed&adan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 di Pengadiama. Hal ini
dikarena Hakim Pengadilan Agama menganggap bahwat Edaran Badan
Administrasi Kepegawaian Negara hanya sebagai grekisekutif dan Hakim
sebagai pejabat yudikatif tidak seharusnya mend@maroduk eksekutif
seperti Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawd&iagara. Sehingga

bagian Il angka 5 Surat Edaran Badan Administrasgpdgawaian Negara
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dianggap tidak perlu diterapkan karena merupakatorpan hukum bagi
badan eksekutif, dalam hal ini pejabat adminidtdri pegawai negeri sipil.
Terlihat selama ini hakim hanya berpedoman padaalpa8 Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kosigilakum Islam yang

merupakan produk yudikatif dan bersifat formal gigi

. Faktor ketidak perdulian atasan terhadap masalaibbagr pegawai

bawahannya menjadi salah satu factor penghambegn&adengan ketidak
perdulian atasan atau pejabat yang berwenang, miaka&k menerapkan
bagian Il angka 5 Surat Edaran Badan Administraspdgawaian Negara
Nomor 48 Tahun 1990 yang memang membutuhkan kesmabaatelitian, dan
juga kehati — hatian menjadi suatu hal yang sarsgéit dan menjadi

terhambat, karena atasan tidak mau tahu atau pidatuli dengan kehidupan
pribadi pegawainya dan hanya perduli dengan kgaldan kinerja dari
pegawai negeri sipil tersebut bekerja. Hal ini maatdPegawai Negeri Sipil
yang bercerai enggan untuk melakukan atau menerapga yang ada di
dalam bagian Il angka 5 Surat Edaran Badan AdmasistKepegawaian
Negara Nomor 48 Tahun 1990 karena pembuktiannyg gakup ketat dan
juga ketakutan akan lamanya proses karena konthsam yang terkesan

kurang perduli.

. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melengkapiayaisyarat perceraian.
Dimana kendala yang dihadapi adalah dari segi adtratif. Hal ini sesuai

dengan apa yang dikatakan oleh Waryono :
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“ kalau hambatan itu biasanya ya dari pihak admirasif
dari pegawai negeri sipil itu sendiri ya.. karenal&u
Pengadilan Agama begitu ada perkara ya kita tindak
sesuai dengan alur yang sudah ada, tapi kan kiteuha
nunggu surat ijin perceraian juga kan kalau mau
memproses perceraian pegawai negeri sipil itu. Bealani
sih untuk perceraian pegawai negeri sipil hambatanga
itu tadi administratif saja*®
4. Kedudukan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawidegara Nomor 48
Tahun 1990 yang memang memiliki fungsi sebagai aemgn lebih lanjut
dari kebijakan yang diambil oleh Presiden yangatiggkan dalam Keputusan
Presiden. Surat Edaran Badan Administrasi Negarga junerupakan
pengaturan lebih lanjut terhadap Peraturan Perabant sehingga peraturan

ini dianggap bukan suatu peraturan yang penting paga pihak yang

bersangkutan dan oleh Pengadilan Agama.

'8 hasil wawancara dengan bapak Drs Waryono, Majillkim Pengadilan Agama Kepanjen
Kabupaten Malang tanggal 18 Januari 2011
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tersebut sebelumnya maka dapat dlieesbnpulan:

1. Efektivitas bagian Il angka 5 Surat Edaran Badanm#iktrasi

Kepegawaian Negara nomor 48 tahun 1990 adalahk tefektif
penerapannya, ditinjau dari segi subtansi hukurakistr hukum, fasilitas,

dan juga dari segi masyarakat.

. Yang menghambat dari penerapan bagian Il angkar&t Sadaran Badan
Administrasi Kepegawaian Negara nomor 48 tahun 198@u kurang
diterapkannya bagian Il angka 5 Surat Edaran Baddministrasi
Kepegawaian Negara nomor 48 tahun 1990 oleh Pdagadigama.
Faktor ketidakperdulian atasan dari pegawai negjpil, Lamanya waktu
yang diperlukan untuk melengkapi syarat — syaratgvaian. Kedudukan

surat edaran yang kurang dianggap penting bagk piag bersangkutan.

B. Saran

Dari hasil pemaparan tersebut sebelumnya maka ipemegmberikan

saran antara lain :

1. Bagi pegawai negeri sipil harus diadakannya sasisili perihal Surat

Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara kepadawai negeri

sipil terutama perihal syarat — syarat, alasanjdga pembuktian dalam
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perceraian yang harus dipenuhi oleh pegawai neggril apabila
melakukan perceraian.

. Bagi pejabat yang berwenang di kalangan pegawarnsigil harus lebih
ketat dan lebih disiplin dalam menjalankan suatwatoean perihal
perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri, Sifshana apabila
dalam peraturan sudah ditetapkan maka harus diakaa dengan baik
dan tidak disimpangi, mengingat pejabat yang beawgradalah penegak
disiplin bagi pegawai negeri sipil.

. Bagi Pengadilan Agama mengingat Pengadilan Aganadéaladembaga
penegak hukum, hendaknya lebih menerapkan peratdrgeraturan
dengan sebagaimana mestinya terkait dengan peravdan perceraian

pegawai negeri sipil.
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